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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat
dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten
Wonosobo tahun 2023. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran singkat
tentang kebijakan program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan Rumah
Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.
Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen Self Assesment
terhadap kinerja RSUD KRT. SETJONEGORO, sedangkan penilaian secara
obyektif ada pada pihak lain pengguna jasa rumah sakit dalam hal ini
masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada semua pihak
yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ini dapat
bermanfaat.

Wonosobo,26 Februari 2024
DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO

¢
o

DANANG SANANTO SASONGKO. MM v
NIP. 196912062007011009 '
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo telah
melaksanakan 2 program dalam 3 kegiatan dengan dana yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan dan Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai
bagian dari Rencana Kerja Tahun 2023 untuk mencapai 2 (satu) sasaran
strategis dan 15 (Lima Belas) indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan atas realisasi
pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian
kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan adalah 15 Indikator dengan tingkat
capaian kinerja sangat tinggi adalah 12 (Dua Belas) indikator dan ada 2 (dua)
indikator kinerja yang capaiannya tinggi dan 1 (satu) indikator sedang.
Capaian indikator kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 | Respon Time
Menit S 4,27 117%
Kegawatdaruratan
2 | Indeks Kepuasan Layanan
% 82,5% 88,88% 107%
Rumah Sakit
Capaian SPM Rumah sakit % 100% 86,31 86,31%
4 | Akreditasi Rumah Sakit
) % 100% 100 100%
Paripurna
S | BOR/Tingkat Pemakaian bed
% 55 94,8 172%
pasien RS
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6 | Baku Mutu Limbah Cair :
COD (Chemical Oksigen Angka 80 29,9 267%
Demand)
7 | Pemenuhan Sarana dan
Prasarana sesuai % 87,5 87,5 100%
Standar
8 | Nilai Sakip Angka 64,5 72,95 113%
9 | Lama Tunggu Pelayanan obat
Menit 31,25 28,6 109%
racikan
10 | Lama Tun Pelayanan
88t Y Menit 49 42,45 115%
Rawat jalan
12 | Persentase Aset Perangkat
% 100 90 90%
Daerah dalam kondisi baik
15 | Pemenuhan Gaji dan
% 100 100 100%
tunjangan ASN
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM RSUD KRT SETJONEGORO

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus
diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung
oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah
ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.

Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib
pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Wonosobo.

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2022, urusan
kesehatan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Mewujudkan kehidupan
politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik,
mempercepat reformasi birokraasi, peningkatan pelayanan public untuk
pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Urusan Kesehatan juga menjadi
salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun
2022-2026 yaitu Wonosobo Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dengan sasaran penerapan paradigma sehat
dan peningkatan pelayanan kesehatan dimana fokusnya antara lain:
pengembangan Gedung Olah Raga Wonolelo menjadi area Sport Center dan
Gedung multi fungsi untuk berbagai event, mewujudkan Kampung Aman

dan Halal serta lingkungan tempat tinggal yang memenuhi standar bersih
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melalui peningkatan standarisasi dan sertifikasi halal untuk UMKM dengan
target 500 sertifikat, pengangguran, pemuda (pelatihan berkompetensi
melalui inkubator bisnis), pengembangan rumah sakit dan layanan
kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas pembantu), fasilitasi jaminan
kesehatan nasional bagi masyarakat miskin, penduduk dengan penyakit
kronis dan disabilitas, layanan pendaftaran online puskesmas sebagai
respon terhadap adaptasi kebiasaan baru, dan sarana prasarana dan
penanganan kegawatdaruratan (PONEK dan PONED). Yang dalam hal ini
rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan mempunyai tugas
mengembangkan pelayanan yang ada.Program yang dilaksanakan oleh
rumah sakit dalam urusan kesehatan adalah Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat
dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan
yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah
rumah sakit kelas C milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Yang
berdasarkan perbub 30 tahun 2022 menjadi Unit pelaksana teknis daerah
dengan UOBK (Unit Organisasi Berkewenangan Khusus). RSUD Setjonegoro
berdasarkan survey dari LARS DHT pada bulan desember tahun 2022
memperoleh akreditasi paripurna dan menjadi Rumah sakit pendidikan.
Visi RSUD Setjonegoro adalah “Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah
Yang Terunggul Bermutu dan Terpercaya” dengan Misi Pelayanan
“Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Yang Berfokus Pada
Pelanggan Sesuai Standar Nasional dan Melaksanakan pelayanan

pendidikan, pelatihan dan penelitian di Bidang Kesehatan”.
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.1.1 Dasar Hukum berdirinya organisasi:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN).

c. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

d. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

f. Peraturan Bupati Wonosobo Nomer 30 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi
serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit pada
Dinas Kesehatan kabupaten Wonosobo.

g. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 445/1/2011 Tanggal 3 Januari

2011 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro

Kabupaten Wonosobo Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2022
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Daerah Pada Dinas Kesehatan kabupaten Wonosobo.

Rumah Sakit umum Daerah KRT Setjonegoro KRT. Setjonegoro
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah KRT.

Setjonegoro mempunyai fungsi:
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. perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pelayanan rumah sakit.

. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan medis.

. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan.

. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.

pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya
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1.1.3 Struktur Organisasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO
Perda Nomor : 3 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 Tentang SOTK

DIREKTUR

|
| | | |

Jabatan Fungsional |__!

g?&:ﬁé KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BAGIAN
PELAYANAN PENUNJANG KEUANGAN UMUM

Kepala Seksi
Pelayanan
Medik

Kepala Seksi
Sarana Medik
&
Keperawatan

Kepala Seksi
Keperawatan

Kepala Seksi
Sarana Non
Medik

Kepala Seksi
Pendapatan

Kepala Sub Bagian
Perenc.,Ev,
Pelaporan

Kepala Seksi Belanja

Kepala Sub Bagian
Tata Usaha &
Humas

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian &
Diklat
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1.2 isu strategis dan permasalahan

1.2.1 Berikut merupakan isu strategis yang ada di RSUD KRT Setjonegoro

Isu Strategis RSUD KRT. Setjonegoro

Isu Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Respon Time
Terpenuhinya layanan | Meningkatnya Mutu | Kegawatdaruratan
dan hak dasar untuk |dan Keterjangkauan
kesejahteraan layanan kesehatan
masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan
Rumah Sakit

Capaian SPM

Akreditasi Rumah Sakit
paripurna

BOR / Tingkat pemakaian
bed pasien RS

Baku Mutu Limbah cair :
COD (Chemical Oxygen
Demand)

Pemenuhan Sarana dan
prasarana sesuai standar
Meningkatnya Nilai Sakip

Akuntabilitas Kerja
dan pelayanan
Publik

Lama Tunggu pelayanan
obat Racikan

Lama Tunggu Pelayanan
rawat Jalan

Cakupan Pelayanan
Administrasi perkantoran

Persentase Aset perangkat
daerah dalam kondisi baik

Persentase keselarasan
program Renja dan RKPD
Persentase pemenuhan
sarpras pendukung Kinerja
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1.2.2 Permasalahan Organisasi
Permasalahan yang ada RSUD KRT Setjonegoro adalah

a. Organisasi

Rumah Sakit Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus berdasarkan PP No. 72
/2019. Rumah Sakit memerlukan kelembagaan dan system yang kuat dan
efektif untuk dapat maju dan bermutu yang dalam system pengelolaannya
harus efektif, otononominya jelas terutama keuangan, SDM. Regulasi tidak
terlalu kaku dengan operasional yang flexible. Hal ini seiring dengan tuntutan
Rumah Sakit Daerah kedepan yang semakin kompleks terhadap tuntutan
mutu, makin hight cost, kompetisi global, perubahan demografi, digitalisasi
Era 4.0, Disrupsi dan adanya dampak Covid—-19. Kelembagaan RS dalam
ketentuan yang ada dalam PP No. 72/2019 yang diatur dalam Perbub No.30
Tahun 2022 bahwa RSUD KRT Setjonegoro adalah Unit Pelaksana Tekhnik
Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan sifat UOBK maka
Rumah Sakit Daerah tidak lagi OPD tetapi bukan juga UPT, Eselonnya bisa
sama dengan OPD, mempunyai RKA dan DPA sendiri, RKA RSD tidak perlu
disampaikan ke Dinkes tetapi langsung ke TAPD. Rumah Sakit masih
memiliki kewenangan secara otonom mengelola keuangan, SDM, BMD
(perencanaan sampai pertanggungjawaban). Direktur sebagai KPA tetapi
mempunyai kewenangan sebagai PA. Perubahan perubahan tersebut pasti
akan membawa pengaruh pada tata hubungan kerja dengan pemerintah
daerah dan Dinas kesehatan, sehingga perlu RSUD KRT Setjonegoro perlu
secara terus menerus melakukan advokasi, koordinasi dengan berbagai
pihak.

b. SDM dan Jenis layanan

Sumber daya manusia walaupun secara jumlah keseluruhan sudah memadai,
tetapi untuk beberapa tenaga kesehatan khususnya spesialis masih sangat
dibutuhkan baik jumlah ataupun jenisnya. Demikian juga untuk menjadi

Type B tenaga sub spesialis yang ada masih terbatas. Untuk tenaga penunjang
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RSUD masih terbatas untuk tenaga elektromedis yang akan mendukung
tehnical support instalasi dan alat alat kesehatan dengan teknologi tinggi pada
rumah sakit type B. Tenaga IT juga masih terbatas untuk dukungan terhadap
SIM (Sistem Informasi manajemen) serta tenaga farmasi klinis dalam tata
laksana klinis kefarmasian di rumah sakit. Untuk tenaga nakes yang lain
perkembangannya mengikuti dari kebutuhan layanan belum dapat direspon

dengan cepat karena terkendala regulasi yang ada.

c. Sarana dan prasarana

Keterbatasan lahan yang ada masih merupakan hal yang menjadi kelemahan
utama untuk pengembangan rumah sakit. kebutuhan pelayanan yang saat ini
belum bisa direspon cepat karena keterbatasan lahan adalah: pengembangan
klinik eskeskutif rawat jalan, pengembangan Laboratorium untuk
pengembangan UTDRS dan patologi Anatomi, pengembangan HCU umum dan
khusus (Unit Stroke) yang belum memadai dan belum tercentral. Untuk
instalasi mekanik walaupun secara keseluruhan sudah mengalami
peningkatan peningkatan tetapi yang masih mendapatkan perhatian adalah
untuk memastikan instalasi pengaturan tekanan, kualitas udara, kelembaban

sesuai standar lingkungan yang ada.

d. Pengembangan pemenuhan teknologi informasi untuk tata laksana
klinis, keuangan, administrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. E-
RM, E-BLUD yang belum berjalan, jaringan masih membutuhkan suppor back

up server membutuhkan penataan lebih optimal.

e. Regulasi

Perubahan perubahan regulasi yang ada saat ini disiapkan adalah Tata Kelola
RS, remunerasi, tarif RS dan regulasi regulasi lain yang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan rumah sakit. Untuk menunjang percepatan
pengambilan keputusan dan menjamin kondusifitas dan kegiatan internal

dapat berjalan dengan baik regulasi yang baru segera ditetapkan.
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BAB 1II
RENCANA KINERJA
2.1 Visi dan Misi
Sesuai tugas pokok dan fungsi RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
telah menyusun rencana strategik dalam kurun waktu 5 tahun yaitu kurun
waktu 2022-2026 dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor-
faktor yang mungkin timbul dimasa mendatang. Rencana Strategis Rumah
Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang meliputi
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran akan
diuraikan dalam bab ini.
1. Visi
"Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Yang Terunggul Bermutu dan
Terpercaya”.
2. Misi
a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Yang Berfokus Pada
Pelanggan Sesuai Standar Nasional.
b. Melaksanakan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian di

Bidang Kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
Setiap sasaran strategis RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten
Wonosobo dijabarkan lebih lanjut kedalam indikator kinerja yang
didalamnya terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki persamaan
perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.
Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penentuan

kegiatan dan pengalokasian dana organisasi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya Mutu dan Respon Time Kegawatdaruratan S menit
Keterjangkauan layanan
Rumah Sakit
Indeks Kepuasan Layanan o
Rumah Sakit 82,5 %
Capaian SPM 100 %
Akr'edltas1 Rumah Sakit 100 %
paripurna
BOR / Tingkat pemakaian bed
pasien RS S5 %
Baku Mutu Limbah cair: COD
(Chemical Oxygen Demand) 80
Pemenuhan Sarana dan
prasarana sesuai standar 87,5 %
2. | Meningkatnya Nilai Sakip 64,5
Akuntabilitas Kerja dan Lama Tunggu pelayanan obat
. . 31,25
pelayanan Publik Racikan .
menit
Lama Tunggu Pelayanan rawat 49 menit
Jalan
Persentase Aset perangkat
daerah dalam kondisi baik 100%
Persentase pemenuhan sarpras
pendukung Kinerja 87,5%
Capaian Pembangunan dan
Evaluasi Pembangunan Zona 100
Integritas menuju WBK dan
WBMM

Selain terdapat target capaian indikator program dan kegiatan RSUD KRT
Setjonegoro, terdapat pula anggaran program dan kegaiatan pada perjanjian

kerja.
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Anggaran Program dan Kegiatan RSUD KRT Setjonegoro Tahun 2023

No Program Anggaran Keterangan
1. | Program Penunjang Urusan Peningkatan
Rp 123.638.976.180
Pemerintahan Daerah Pelayanan BLUD
Kabupaten/Kota Pemenuhan Gaji
dan Tunjangan
Rp 24.264.381.675
ASN
2. | Program Pemenuhan Upaya Pengadaan alat
Kesehatan Perorangan dan kesehatan/ alat

Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 10.823.700.000 penunjang medik

fasilitas pelayanan

kesehatan
Belanja obat
(bahan habis pakai

Rp 6.900.000.000
RSUD) dan vaksin

rumah sakit.

Pada program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, RSUD KRT Setjonegoro memiliki anggaran senilai
Rp123.638.976.180 untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan senilai
Rp24.264.381.675 untuk kegiatan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sedangkan pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat memiliki anggran senilai Rp10.823.700.000 untuk
kegiatan Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan
kesehatan dan senilai Rp6.900.000.000 untuk kegiatan belanja obat (bahan
habis pakai RSUD) dan vaksin rumah sakit.

2.3 Indikator Kinerja.
Indikator Kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai
berikut:
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a. Respon Time Kegawatdaruratan
Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah sejak pasien

itu datang sampai mendapat pelayanan dokter adalah 5 menit.
b. Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan

Indeks kepuasan pelanggan pelayanan menurut Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
pelayanan yang diberikan. Pengumpulan data indeks kepuasan
pelanggan pelayanan dilaksanakan dengan survey dengan minimal 50
sampel yang dikumpulkan oleh seluruh unit layanan yang ada di rumah
sakit.

Rumus:

Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Rawat Jalan=

Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang di survey

x 100%

jumlah seluruh pasien yang diamati (minimal n=50)
Indeks kepuasan pelanggan pelayanan digunakan untuk mengukur
kualitas pelayanan rumah sakit dari sisi pasien.

c. Capaian SPM

Persentase tercapainya indikator SPM yang telah ditetapkan sesuai
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, yang berjumlah 94
Indikator.

. Akreditasi Rumah Sakit Paripurna
. BOR (Bed Occupancy Rate)

BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah angka penggunaan tempat tidur.
BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to
inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan
menurut Depkes RI (2005), BOR adalah persentase pemakaian tempat
tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran
tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai

parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005)
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Rumus:

Jumlah hari perawatan rumah sakit

BOR = x 100%

(jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)

BOR digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur
rumah sakit. BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan
fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi
(lebih dari 85 %) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang
tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan
tempat tidur.

Baku Mutu Limbah Cair COD (Chemical Oxygen Demand)

Baku mutu adalah standar minimal pada limbah cair yang dianggap
aman bagi kesehatan, yang merupakan ambang batas yang ditolelir dan
diukur dengan indikator.

BOD (Biological Oxygen Demand) < 30 mg/liter
COD (Chemical Oxygen Demand) < 80 mg/liter
TSS ( Total Suspended Solid) < 30 mg/liter
PH:6-9

Rumus :

Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai baku mutu

Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair

g. Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja
Adalah jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam

mendukung kinerja dibandingkan jumlah sarana dan prasarana yang
harus tersedia sesuai dengan standar.
h. Nilai SAKIP

Adalah Laporan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
atau penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah).
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i. Lama Tunggu Pelayanan Obat Racikan
Lama tunggu pelayanan obat menurut Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit adalah tenggang waktu mulai pasien
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi.
Rumus:

Lama tunggu pelayanan obat =

Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat jadi pasien yang di survey

x 100%

Jumlah pasien yang di survey dalam waktu satu bulan
j- Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan

Lama tunggu pelayanan rawat jalan menurut Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit adalah waktu yang dipperlukan mulai pasien
mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis. Tujuan indikator ini
adalah tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari kerja
di setiap rumah sakit yang mudah dan cepan diakses pasien.

Rumus: Lama tunggu pelayanan rawat jalan =

Jumlah Kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey

x 100%

Jumlah pasien rawat jalan yang di survey
k. Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

Adalah Jumlah aset pemerintah daerah yang dalam kondisi baik

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan asset yang ada di rumah
sakit.

l. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN
Adalah persentase jumlah karyawan yang menerima gaji dan
tunjangan sesuai dengan regulasi dibandingkan jumlah seluruh

karyawan yang ASN.
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2.4 Program dan Kegiatan-Kegiatan Tahun 2023
Program dan Kegiatan untuk mendukung dan mencapai indikator
kinerja tahun 2023, adalah sebagai berikut :
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan:
a. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan
kesehatan.
b. Belanja obat (bahan habis pakai RSUD) dan vaksin rumah sakit.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Belanja gaji dan tunjangan ASN.
b. Peningkatan Pelayanan BLUD (Belanja Pegawai BLUD, Belanja

Barang dan Jasa, Belanja Barang Modal).
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2023

Kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian kinerja yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2023

CAPAIAN
SASARAN TARGET | REALISASI | CAPAIAN TARGET | terhadap
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2023 2023 % C‘;Z‘;I:N AKHIR | target
RENSTRA akhir
Renstra
R Ti 4,27
espon €1 5 menit ! 117% | 5 menit | 5menit | 117%
Meningkatnya Kegawatdaruratan Menit
Indeks K L
Mutu dan naeks - Bepuasan  Layanan | g, s, | 88,88% | 107% | 97% 85% 104%
Keterjangkauan Rumah Sakit
layanan  rumah Capaian SPM Rumah sakit 100 % 86,31% | 86,31% 84% 84,31% 102%
sakit Akreditasi Rumah  Sakit
reciast - kuma A 100% 100% 100% | 100% 100% 100%
Paripurna

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023




BOR/Tingkat Pemakaian bed

) 55% 94,8% 172% 71,25% 75% 133%
pasien RS
6 | Baku Mutu Limbah Cair: COD
80 9,9 67% 64,25 80 67%
(Chemical Oksigen Demand) 29, 267% 2 267%
7 | Pemenuhan Sarana  dan
Prasarana sesuai 87,5% 87,5% 100% 88% 100% 87,5%
Standar
Meningkatkan 8 | Nilai Sakip (Angka)
. 64,5 72,95 113% 72,95 72,47 100%
Akuntabilitas
Kerja dan| 9 |Lama Tunggu Pelayanan obat o o
Pelayanan Publik racikan (menit) 31,25 28,6 109% 29 29,95 95%
10 | Lama Tunggu Pelayanan
. . 49 42,45 115% 31,55 42,00 101%
Rawat jalan (menit)
11 | Persentase Aset Perangkat 100% 90% 90% 989% 100% 90%
Daerah dalam kondisi baik ? ? ? ? ° ?
12 | Pemenuhan Gaji dan
100% 100% 100% 100% 100% 100%

tunjangan ASN
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a. Respon Time Kegawatdaruratan
Respon time kegawatdaruratan merupakan kecepatan pelayanan

dokter di gawat darurat. Respon time kegawatdaruratan RSUD KRT
Setjonegoro tahun 2023 adalah 4,27 menit dengan target 5 menit sejak
pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokter. Capaian tersebut
mencapai 117% dan dapat diartikan pasien akan lebih cepat
mendapatkan pelayanan dari dokter sejak pasien datang di gawat
darurat.

b. Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan

Indeks kepuasan pelanggan pelayanan menurut Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap
pelayanan yang diberikan. Pengumpulan data indeks kepuasan
pelanggan pelayanan dilaksanakan dengan survey mengukur kualitas
pelayanan rumah sakit dari sisi pasien. Indeks kepuasan pelanggan
pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2023 sudah mencapai target.
Capaian 107% terhadap kepuasan pasien menunjukkan angka yang
cukup tinggi dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu
82,5%. Survey kepuasan ini dilakukan oleh setiap unit layanan yang ada
dengan kuisioner yang diberikan kepada pasien setelah selesai
mendapatkan pelayanan.

c. Capaian SPM : 86,31 %

Perlu upaya yang luar biasa untuk bisa mencapai 100% SPM dari 94
indikator yang ada yang terdistribusi dalam 22 unit. SPM di Rumah sakit
sesuai dengan ketentuan yang ada pencapaian 100%. dengan indikator
yang tidak terpenuhi pada aspek peningktan kompetensi yaitu BTCLS
pada IGD dan pelaihan ICU pada ruang Intensif. Disamping itu
ketersediaan dokterspesialis yang terbatas yang berakibat pada pemberi

layanan pada klinik spesialis yang terkadang dilayani oleh dokter umum
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karena dokter spesialis ada kendala hadir. Angka kematian di IGD dan
Rawat inap yang belum memenuhi standar karena rujukan ke rumah
sakit sudah dalam kondisi yang buruk sehingga sudah sulit tertolong.
Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan pencapaian SPM.
d. Akreditasi Rumah Sakit: 100%
Akreditasi RSUD KRT Setjonegara telah mencapai akreditasi paripurna.
e. BOR (Bed Occupancy Rate): 94,8%

BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah angka penggunaan tempat tidur.
BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to
inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan
menurut Depkes RI (2005), BOR adalah persentase pemakaian tempat
tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran
tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai
parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005)

BOR digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur
rumah sakit. BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan
fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi
(lebih dari 85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang
tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan
tempat tidur.

Capaian BOR untuk Tahun 2023 adalah sebesar 94,8% dari target
yang ditetapkan adalah 55%. Pencapaian target tersebut didukung oleh
beberapa inovasi pelayanan yang telah dilakukan seperti pengembangan
sara ruangan layanan publik baik ruang rawat ataupun ruang tungg.
Peningkatan inovasi pelayanan seperti adanya makan bagi penunggu
pasien kelas II. Dan peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan
pelayanan. Peningkatan tingkat hunian juga menunjukkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit

Laporan ARuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



f. Baku Mutu Limbah Cair COD (Chemical Oxygen Demand): 29,9

Baku mutu adalah standar minimal pada limbah cair yang dianggap
aman bagi kesehatan, yang merupakan ambang batas yang ditolelir dan
diukur dengan indikator.
BOD (Biological Oxygen Demand) < 30 mg/liter
COD (Chemical Oxygen Demand) < 80 mg/liter
TSS (Total Suspended Solid) < 30 mg/liter
Capaian baku mutu limbah cair (COD) mencapai 29,9 atau dalam
persentase 267% dari target.

Permasalahan pada awal tahun terkait Angka Baku Mutu Limbah
Cair disebabkan karena beberapa hal antara lain:

1. Ipal yang dimiliki sudah berumur 10 tahun sehingga kualitas
hasilnya sudah tidak maksimal.

2. Adanya peningkatan jumlah limbah cair yang harus diolah sehingga
sudah melebihi kapasitas normal dari IPAL yang ada saat ini.
Solusi yang diambil adalah dengan melakukan

renovasi/pengembangan Prasarana Limbah Cair (IPAL) untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil dari pengolahan limbah.
Permasalahan IPAL pada tahun 2023 telah dibangun instalasi IPAL
dengan renovasi treatmen pada pengelolaan limbah antara laian:
penambahan pre treatmen pada laboratorium, penambahan UV lamp,
perbaikan sand filter dan penggabungan IPAL yang ada di gedung barat
dan Gedung Timur. Sehingga pencapaian angka baku mutu limbah
adalah 37 dari target 80 yang ditetapkan.
g. Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar: 87,5%

Cakupan ketersediaan fasilitas gedung/ruang pelayanan adalah
ketersediaan fasilitas dan ruang pelayanan rumah sakit tipe C menurut
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi

dan Perizinan Rumah Sakit. Ketersediaan gedung atau fasilitas

Laporan ARuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro sudah mencapai target yaitu 87,5%.
Walaupun saat ini rumah sakit harus terus mengembangkan lahan
untuk pengembangan sarana dan prasarana layanan untuk
mempersiapkan menjadi Type B.

h. Capaian SAKIP: 72,95 (B)

Capaian SAKIP oleh penilaian Inspektorat adalah 72,95 (BB) atau
sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen
yang andal. RSUD telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

i. Lama tunggu pelayanan obat racikan: 28,6 menit

Lama tunggu pelayanan obat menurut Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Rumah
Sakit adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai
dengan menerima obat racikan jadi.

Lama tunggu pelayanan obat racikan pada tahun 2023 telah
memenuhi target dari 31,25 mencapai 28,6 menit. Pencapaian target ini
dicapai setelah dilakukan beberapa intervensi di instalasi farmasi seperti
pemisahan satelit rawat jalan dan rawat inap sehingga petugas akan
focus dalam melayani. Dibangunnya counter farmasi di satelit rawat
jalan sehingga kontak petugas dengan pasien lebih intens. Dan proses
dapat dilakukan dengan cepat.

j- Lama tunggu pelayanan rawat jalan: 42,45 menit

Lama tunggu pelayanan rawat jalan menurut Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit adalah waktu yang dipperlukan mulai pasien mendaftar
sampai dilayani oleh dokter spesialis. Tujuan indikator ini adalah
tersedianya pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari kerja di setiap
rumah sakit yang mudah dan cepat diakses pasien.

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan RSUD KRT. Setjonegoro Tahun
2023 sudah mencapai target yaitu 42,45 menit dari 49 menit. Upaya yang

dilaksanakan untuk menurunkan waktu tunggu pelayanan rawat jalan
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yaitu dengan menjadikan kinerja sebagai dasar perhitungan remunerasi,
sehingga petugas dapat melaksanakan kinerja dengan baik dan
melaksanakan pelayanan sesuai dengan tupoksi dapat dilaksanakan
lebih awal. Disamping itu penurunan waktu tunggu rawat jalan juga
didukung oleh pendaftaran dengan menggunakan teknologi informasi
seperti Anjungan Pendaftaran Mandiri, pendaftaran online dan
penerbitan SEP. Peningkatan komitmen dokter spesialis kembali untuk
memeuhi ketentuan jam pelayanan di klinik rawat jalan. Evaluasi
terhadap pengukuran waktu tunggu rawat jalan perlu senantiasa
dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar
menggambarkan kulaitas pelayanan. Pengukuran untuk memastikan
validitas hasil perlu diukur dengan menggunakan teknologi informasi.
k. Persentase Aset Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik: 90%
Aset perangkat daerah dalam kondisi baik telah mencapai 90% dari
target yang telah di tetapkan yaitu 100%.
l. Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN: 100%
Gaji dan tunjangan ASN telah mencapai targer yaitu 100%.

3.2 Realisasi Anggaran
RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
Realisasi APBD Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

3.2.1.1.1.1.1 Program
Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyrakat. | Rp17.723.700.000 Rp17.400.960.856 089%

Penyediaan fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk

UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota.
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e Pengadaan alat

kesehatan/ alat
penunjang medik
fasilitas pelayanan
kesehatan.

e Belanja obat (bahan
habis pakai RSUD) dan

vaksin rumah sakit.

Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota
= Pemenuhan Gaji dan
Tunjangan ASN Rp24.264.381.675 | Rp22.916.309.618 94,44%
= Peningkatan Pelayanan
BLUD Rp123.638.976.180 | Rp112.549.543.319 91,03%
TOTAL Rp165.627.057.855 | Rp152.866.813.793 92%

Dari penjabaran realisasi anggaran dapat di ketahui bahwa:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyrakat dengan kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi
anggaran senilai Rp17.400.960.856. Realisasi anggaran tersebut memiliki
persentase sebesar 98% dari anggaran senilai Rp17.723.700.000.

2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki dua
kegiatan yaitu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan peningkatan
pelayanan BLUD. Pada kegiatan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN memiliki
realisasi anggaran senilai Rp22.916.309.618. Realisasi anggran tersebut
memiliki persentase sebesar 94,44% dari anggaran senilai Rp24.264.381.675.

Sedangkan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD memiliki realisasi
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anggaran senilai Rp112.549.543.319. Realisasi tersebut memiliki persentase
sebesar 91,03% dari anggaran Rp123.638.976.180.

. Sehingga total realisasi anggaran dari seluruh program dan kegiatan RSUD
KRT Setjonegoro tahun 2023 senilai Rp152.866.813.793. Realisasi anggaran
tersebut memiliki persentase sebesar 92% dari anggaran seluruh program dan

kegiatan senilai Rp165.627.057.855.
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3.3 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

JUMLAH CAPAIAN 2023
SASARAN STRATEGIS PAGU ANGGARAN PERSENTASE
No INDIKATOR REALISASI
% PROGRAM REALISASI
PROGRAM SASARAN KRITERIA | JUMLAH
KRITERIA
Meningkatnya mutu Sangat
g Y g 6 86%
dan keterjangkauan Tinggi
layanan Rumah Sakit Tinggi 1 14%
Program Pemenuhan Sedang Rp17.723.700.000 | Rp17.400.960.856 98%
(o]
Upaya Kesehatan 7 Rendah
Perorangan dan upaya
Sangat
Kesehatan masyarakat 0
Rendah
Meningkatnya Sangat
g Y g 4 80%
Akuntabilitas Kerja Tinggi
dan Pelayanan Publik Tinggi 1 20%
Program Penunjang 5 Sedang Rp147.903.357.855 | Rpl135.465.852.937 91%
Urusan Pemerintah Rendah
Daerah/ kabupaten Sangat
0
Rendah
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Pada anggaran program dan kegiatan RSUD KRT Setjonegoro yang telah
ditentukan dan dengan realisasi anggaran serta tingkat capaian kinerja yang
telah diperoleh, maka dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pencapaian
kinerja tahun 2023 telah efisien. Capaian kinerja pada program Meningkatnya
mutu dan keterjangkauan layanan Rumah Sakit Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat telah mencapai 6
indikator sasaran dengan kriteria “sangat tinggi” atau dengan capaian sebesar
86% dan 1 indikator sasaran dengan kriteria “tinggi” atau dengan capaian 14%.
Pada program tersebut memilikin persentase realisasi anggaran mencapai 98%.

Sedangkan Capaian kinerja pada program Meningkatnya Akuntabilitas
Kerja dan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/
kabupaten telah mencapai 4 indikator sasaran dengan kriteria “sangat tinggi”
atau dengan capaian 80% dan 1 indikator sasaran dengan kriteria “tinggi” atau
dengan capaian 20%. Pada program tersebut mencapai persentase realisasi

anggaran sebesar 91%.
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
Tahun 2023. Dengan keterbatasan yang ada, secara umum tugas pokok dan
fungsi unit kerja dapat berjalan dengan lancar. Adapun keberhasilan

pencapaian indikator tersebut secara umum disebabkan:

% Hampir semua kegiatan yang mendukung indikator telah dianggarkan
dalam anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD, APBD Kabupaten,
Dana Alokasi Khusus yaitu Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik),
hambatan dalam pengembangan adalah: luas lahan kurang memadai

untuk pengembangan dan Kurangnya SDM dokter spesialis

strategi pemecahan masalah dan langkah yang akan diambil adalah:

e

AS

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM.

X3

AS

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan rawat

inap.

X3

AS

Meningkatkan kinerja perencanaan dan keuangan untuk persiapan

kegiatan yang berbasis kinerja.

Demikian Laporan Kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo

Tahun 2023 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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